Memmbang

Mengingal

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 7 TANUN 2022
TENTANG
ANALISIS STANDAR BE LANJA TAHUN ANG:GARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampwan Bab Il hurul
D angka 1 huruf o Peraturan Menteri Dalani Negern Noawor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menctapkan Peranaran Wallkola tentang Analisis
Staundar Bedmja Tobun Anggwran 2023;

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negare Republik
[Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor l Tahun 10992 tentang
Pembentukon  Kotamadva Dacrah Tmgkat 11 Denpasar
(Letmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomuor 9, Tambahan Lembaran Neg ara Republik Indonesia
Nomor 3465}

3. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2EPIIT lentang
Pembemukan  Perawran Perundang-undangan  (emisxaran
Negara Republik Indoncesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tabhun 2011 wntang Pembaiiukan
Peralaran Perundang-undme an (Lembaran Neoara
Republik Indonesta Tahun 2019 Nomor 133, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nanor G398),



1. Undang-Undang  Nomo 25  Tdlbdun 280 Lerning
Pemerintahan Dacrah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonestia Nomor 5587) scebag-aimana telah
diubah Dbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomior 1 Talon 2022 temang H vt n Keuanean Antara
Penrerimtah Pusat dan Pemaemtnhan Dacrah  (embaran
Negara Republik  Indonesia  Tahun 2022 Nomor 4,
Tanibahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6737);

5. Peraluran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengclolaan Katemg an Dacrah (Lemibaran Neg ame Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomar 42, Tambahan Lanbaran
Negara Republik Indonesia Namor ©322);

6. Peraturan Mentleri Dalam Neg et Nomeoer 80 Tahan 2015

lentang  Pembentuk an Produk Hukum  Daerah  (Berita

Negara Republik [ndwmesia Tabhun 2015 Negwor 2036)

stchagaimana  telab diubath dengan Peraturan Mentert

Dalaim Negert Nomor 124G Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Memterd: Dalamy Negerli Nomor 80 Tahun

2015 wentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Neg ara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang klastfikast, kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447):

& Peraturan Mentert Dalam Negori Nomor 77 Tahun 2020
lentang Pedesan Tekms Pengdaolaan keuangan Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2020
Nomer 1781}):

9. Peraturan  Daerah  Nomor 1 Tahun 2021 1entang
Peng elolaan keuang an Dacrah  (Lembaran Daerah Kota
Penpasar Tahun 2020 Namor [, Tambahan  Lemnmbaran

~J

Dag ah Kot Danpasar Nomor 1)

MEMUTUSK AN

Metietapkan PE RATURAN  WALIKOTA TENTANG ANALISIS STARDAR
BlZ LANJA TAHUN ANGGARAN 2023,

BAB 1|
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walilk ota 11 vang dimaksud dengan

| Dacrah adalah Kota Denpasar,

Pemermtah Dacrah adalah Pemerintah Kota Denpasar.

Walikota adalah Walikota Denpasan

4 Peranehkat Daguh vang sehuyutnya disiee kat PD adalah
Perangk at Dacrah di ingkungan Pemenntaby Daecrah.

w I



)

Anggaran Pendapatan  dan  Belanja Dacrah vang
sclanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tthunan Pemermiah Dacrah vang  ditctapk an dengan
Peraturan Dacrah

Analisis Standar Belaga sang sehayatoya disisgiatl ASE3
adalah  standar  yang  digunakan  untuk  moiganalises
kewajaran beban kerja atau biava setiap program atau
kegiatan vang akan dilaksanakan elch PD dan Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam penvusunan
rencana  kerja dan  ang garan  untuk 1 (satu] tahun
anggaran.

7Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kena Perangkat

10

Daerah vang sclanmjuinva disingkat RRKA-SKPD  adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran vang  bertsi
rencang  pendapatan, rencana belanga program dan
kegiatan PD o oserta rencana pembiavaan sdagal dasar
penvusunan APBD

Rencana Kera dan Ange aran Satuan Kerja Pengelola
Keuvanean  Derah viing selannatnva disinekat RERA
SKPKD adalah dokumen perencanaan dan pengangg aran
vang berist rencana belanja program dan kegratan PD
serta  rencana  pembiavaan sebagal  dasar  dalam
pengelolaan APBD.

St Kerja Peneelola Keuangan e ich S te;
scelonmuinea disingk ot SKPRD adalah Peo neloar Daciah
pada Pemerintah Daerah sclaku Pengoina
Anggaran /Pengguna Barang, vang juga melaksanakan
Pengelola Keuang an Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Angearan Saluan Kero Pengelola
Keuanean Déarabh vang  selanooinvi Tpsisy gl LA
ShEPRD adainh aekomen pelaksanaan Badan Peog elola
koeuvangan dan Aser Dacrah sclaku Bendahara Unmum
Daerah.

Dokumen  Pelaksanaan  Perubahan  Aneg aran Satuan
Kerja Perangkat  Dacrahn vang solanuitnna Prs it
DPPA-SIKPD adalab dekumen ving nmacnuat perubaban
pendapatan, belanja dan pemibiazaan yvang  dig ok
schagal dasar pelaksanaan perubahan anggaran  oleh
Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Maksud ditetapkannva Peraturan Walk ota i sebag o
pedoman belanja kegiatan dalam menvusun RRKA-SKPD
dan RKA-SKPKD.

Tuuan ditetapkannya Peraturan Walik ota ma mehpui .

a, membonkan pedoman dalam pensusunan RRA-SKPD
dan  REA-SKK 1) guna  terciptanva kesaaganan
penvusunan angg aran bejanja;

b, meningkatkan cislensd bava dan cleklullas
pelaksanaan  kegiettan  dalam rangka  peny endalian
anggaran; dan



¢, lerciptanyva akunbilitas daliom poenyvusuran anggaran
belanja

Pasal &

Ruang lingkup Peraturan Walikota i mehpun
a.jenis ASB; dan
b. pengendalian dan pengawasan.

BARB 11
JENIS ANALISA STANDAR BELANJA
Pasal 4

(1) Scuap kegiatan vang disclenggarakan oleh PD dan SKPKD
harus berpedaman pada ASE
B i
2) Jeais ASE sabia gimmaang dimaksud pada avat (1) meliputis
f 3 i

]

admnustras: pengadann konstruks.
h.  admimstrasi pemeliharaan sarana dan prasarana;

~

adrnmmstrasi rehabilnast sarana dan prasarana

d. administrasi penataan sarana dan prasarania;

¢. admmsvuasi peng daan paalatan dan omesin non
konstruksi),
penvelenggaraan perlombaan kategori kelompok;

g kegiatan mengtkutu pendidikan dan pelauhan untuk
Aparatur Sipil Negara,

h. kegrnan swakelola bimbing-an tekms/ pelatibon.

L Kewlatan sosiahsas) kebjakan unmuk masvaraka,

Jo o kegrlatan  sosubisast kebpakan uniuk Aparsaur sipl
Negara,

k. penvediaan  alat wlis kantor  untuk  pelavanan
actmins trasy perlntoran bagr imsshins: non pelavanan
pibslik

L penediaan  alat  wlis Kantar  untuk  pelayanan
admnistrast  perkamoran  bagr  mstonst pelpvan an
publik:

m. penvediaan jasa komunikasi, sumber dava air dan
listrik;

n. penvediaan jasa kebersihan kantor;

o. penvediaan komponen  instaiast  listrik/ pencerangan
bung unan kantor;

p. penvediaan bahan bacaan:

. penvedhaan bahan logistk kantor:

r. penvedinan makanan doan mmunian terkatt pebvanan
adnmmtirasi perkantoran:

s. monitorng, cvaluasl,  peng avasan  program  dan
keoratan: dan

b abarisingeesd porisianan kapan oleh pibaR ketigas

|3 I agdatan swalsel o Bl an velkmispdttthan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) hurul h menpat
a. kegiatan swakelola bimbingan teknis/pelathan untuk

masvarakat; dan
b. kegiatan swakelola bimbingan teknis/pelatthan untuk
Aparatur Sipil Negara



Pl 5

{l) ASB sebagamana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan
dengan mermperhatik an aspek vang meliput:
a. efisiensi;

ckonomis;

efekuifitas:

manlaat;

kewajaran;

kKepatutan; dan

o kebutuhan.

mo a0 @

(2) Efisienst sebagaimana dinmaksud pada avar (1) huarafl a vana
mienugkatkan chsienst dolanm penghiungan rmoeran blavad
dan 1otal belanja.

(3) Ek onomis sebag-aimana dimaksud pada avat {1) huruf b vaitu
pengalokasian angg aran chlakukan secara ckonomis, ehisien
dan efekul untuk mencapal peng angg qan berbasis kinerja.

(4) Efekufitas svbag amang dinmk sud pada aysat (1) hurul ¢ vaita
eickulitas dalam pengelolaan keuangan dacrah.

(3} Manfaat sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d vaitu
Pemeritah Dacrah  dapat memintmalisir  terjadinva
pengeluaran vang kurang jelas vang menvebabkan melisiensi
Anggaran

(0) Kewajaran sebagamana dimaksud pada avat (1) hurul ¢

vairu kewajaran dalam penyusunan angg wan  belanja
berbasis kiner ja.

(7) hepatdtan  selaegoomign: dingsk vadt pada v | hural |
valtu kesesuaian  atau Kecocokan  dalam pelaksanaan

penvusunNan percncanaan dan penganggaran.
(%) Kebumuhan sebacammana dimaksud pada avat (1) hurul g
vanu kebutihan berdasarkan tngkat kepenungan

Pasal 6

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (2,
tercantum  dalam Lampiran vang merupakan bagian udak
terpisathkan dari Peratumn Walileta ini

BAB I
PENGENDALIAN DAN PENG AWASAN

Pasal 7

(1} Paigendaban tahadap pdaksanasn ASB dilakukan  oleh
kepala PD. kepala SKPKD dan Tim Anggaran Pemermtah
Daerah.

(2] Tim Anggaran Pemerinteh Daerah sebagamana dimaksud
pada avat (1) ditctapkan denzan Keputusan Walikota



Pasal 8

Pagawasan  tothadap poadsanaan  AsSB giasukan  oleh

Inspektorat Dacrah

BAB IV
KRETE NTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Walikota in: mulal berlaku pada tanggal ciundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota inl dengan penempatannva
Ualam Berna Dacrall hota Denpasan.

Ditcrapkan di Den pasar
pada tanggal 8 Marctr 2022

o WALIKOTA DENPASAR,
N

lindang kan di_Denpasar

2022
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